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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2015 NOMOR 43 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR 22 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  

HASIL USAHA DAERAH 
 

BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha; 
b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana 
diatur dalam  Pasal 26.A Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Retribusi Jasa 

Usaha perlu ditinjau kembali; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan        Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004   Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah da Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
6. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua 
atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapubaten 
Bantaeng tahun 2007 Nomor 24); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013. (Lembaran Daerah  

Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5);  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 
Nomor 10); 

 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI 

PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA  DAERAH 
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BAB  I  
KETENTUAN UMUM 

 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng; 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan; 
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 

7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

8. Retribusi Produksi Hasil Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi 

usaha Pemerintah Daerah;   
 

 
BAB  II 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  

HASIL USAHA  DAERAH 
 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
dalam Pasal 26 a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 
Nomor 5) yaitu Struktur Besarnya Hasil Retribusi diubah menjadi sebagaimana 

terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 3 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah dalam Pasal 26 a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 
tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  Bantaeng. 
 
 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 5 Januari 2015  
 

BUPATI BANTAENG, 
Cap/ttd. 

H.M. NURDIN ABDULLAH 
 
 

Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal 5 Januari 2015                         

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

  
 
 

 
ABDUL WAHAB,SE.M.Si 

Pangkat  :  Pembina Utama Muda 
NIP  :  19660513 199203 1 009 
   

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  

TAHUN 2015 NOMOR 43 
 
 

 
 


